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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta 

Kerja) merupakan salah satu undang-undang yang dalam sistem pembentukannya 

memiliki perbedaan dengan undang-undang lainnya, bahkan metode pembentukan 

undang-undang ini tidaklah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang selama ini menjadi 

dasar penyusunan undang-undang di Indonesia. Metode tersebut bernama 

Omnibus Law, yang mana metode ini menyatukan beberapa undang-undang yang 

berbeda materi muatan menjadi satu undang-undang. 

UU Cipta Kerja yang dibentuk menggunakan metode Omnibus Law secara 

formil telah mengenyampingkan salah satu asas pembentukan undang-undang 

yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3, yaitu asas keterbukaan, 

selain itu selama prosespenyusunan juga menuai pro dan kontra baik dari 

masyarakat umum maupun para pakar hukum sekalipun. Hal ini menjadi problem 

dalam penelitian mengenai cacat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta 

Kerja perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Adapun 

pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan menggunakan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan 

hukum doktrinal. 

Hasil penelitian penulis simpulkan, bahwa pembentukan Undang-Undang 

Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law, jika ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah cacat 

secara formil karena pembentukan UU Cipta Kerja telah mengabaikan salah satu 

asas pembentukan undang-undangan yang baik yaitu: asas keterbukaan. Artinya, 

undang-undang ini dapat dikatakan cacat secara formil. Selain itu, mekanisme 

pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law juga tidak diatur 

dalam UU P3. 

 

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Omnibus Law, UU P3 
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MOTTO 

 

 

“Sama-sama berawal dari lubang dan akan 

berakhir di dalam liang, apa yang hendak 

disombongkan” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi 

oleh tipe negara hukum Eropa Kontinental yang bersandarkan pada rechtstaat 

namun disamping itu Negara Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur yang 

baik dari tipe negara hukum Anglo saxon, selain terpengaruh dalam hal tipe 

negara hukum, Indonesia juga terpengaruh dalam hal penganutan sistem hukum. 

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia mengarah pada sistem hukum Eropa 

Kontinental. Oleh sebab itu, sumber hukum utama yang dirujuk dalam sistem 

hukum di Indonesia ialah Undang-Undang (hukum tertulis).1 Aliran ini yang 

kemudian lebih dikenal dengan legisme, kemajuan aliran legisme karena dorongan 

paham positivisme dan ajaran trias politica Montesqiue serta ajaran kedaulatan 

rakyat dari Rousseu.2 

Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu hierarki seperti yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum 

(Stufentheori)yang mengatakan norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-

 
1 C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Perbandingan Hukum Administrasi Negara, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010, , hlm 20-24 )., Sumber hukum utama tipe negara hukum Eropa 

Kontinental (rechtstaat) adalah Undang-Undang,oleh sebab itu setiap tindakan Negara harus 

berdasarkan Undang-Undang yang dibuat  terlebih dahulu. Negara baru dapat bertindak 

menyelenggarakan kepentingan rakyat apabila ada Undang-Undang yang mengaturnya. 

 
2 H. Bagir Manan & Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di 

Indonesia, (Bandung : PT Alumni 1997), hlm 249. Pemikiran yang menghendaki agar semua 

hukum harus dalam bentuk tertulis dan dinukukan dalam suatu kitab Undang-Undang (kodifikasi), 

telah ada sejak zaman pemerintahan Romawi. 
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lapis dalam suatu hirarki (tata susunan).3 Namun seorang murid Hans Kelsen yaitu 

Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma kedalam kaitannya dengan 

suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar 

(Staatgrundgesetz) disebut oleh Hans Nawiasky adalah Formell Gesetz atau di 

sebut juga dengan Undang-Undang formal, norma-norma yang ada di dalam 

Undang-Undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih 

terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat.4 

Menurut hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Undang-Undang berada dibawah Undang-Undang Dasar. 

Pengertian Undang-Undang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

“peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan persetujuan bersama Presiden”.5 

Kekuasaan dalam Pembentukan Undang-Undang dipegang oleh DPR. 

Namun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan Pemerintah dapat mengajukan 

Rancangan Undang-Undang kepada DPR.6 Rancangan Undang-Undang yang 

 
3Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi 

Muatan,(Yogyakarya: Kansius 2007), hlm 41. Dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber 

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma 

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar 

(Grundnorm). 

 
4Ibid, hlm. 44-45. 

 
5Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 1 dan Pasal 7. 

 
6 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 dan Pasal 20. 
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dibuat oleh DPR dan Pemerintah akan disusun dalam suatu Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas), yang akan dibahas bersama untuk mendapat persetujuan 

Presiden.7 

Undang-undang yang dibentuk oleh DPR berisikan materi muatan yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai materi muatan Undang-

Undang yang dibentuk oleh DPR merupakan cerminan dari tujuan dan cita 

bangsa. Maka dari itu materi muatan yang dimuat dalam Undang-Undang 

seharusnya tidak merugikan hak-hak konstitusi warga negara. 

Secara formil pembentukan peraturan Perundang-undangan telah diatur 

dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa tahapan dalam pembentukan 

peraturan Perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik 

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan. 

Tahap perencanaan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan diwujudkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Prolegnas 

merupakan wujud perencanaan dari pembentukan Undang-Undang. Menurut pasal 

1 ayat(9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan 

 
7Ibid 
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program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu 

dan sistematis. 

Perencanaan adalah unsur dalam manajemen, langkah awal sebelum 

melaksanakan sesuatu. Dari perencanaan akan tergambar tujuan yang hendak 

dicapai dan bagaimana setiap unsur terkait diorganisasikan dan bekerja untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena it, perencanaan mempunyai 

peranan penting dalam pengelolaan kegiatan atau program. Prolegnas sebagai 

bagian dari perencanaan pembangunan nasional dari sudut pandang perencanaan 

hendaknya juga mampu menggambarkan arah pembangunan hukum dalam kurun 

waktu tertentu, selain itu prolegnas juga menjadi sarana untuk mengatur jalannya 

pembangunan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, prolegnas hendaknya dipahami 

bukan sebagai himpunan daftar judul RUU, tetapi juga mengandung substansi 

politik hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara 

tertib dan teratur.8 

Manfaat prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR ada 2 (dua) 

yaitu, pertama, agar DPR terlibat dalam penyusunan hukum yang diperlukan bagi 

pembangunan hukum di Indonesia, kedua, agar pembangunan hukum 

dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu, 

penyusunan prolegnas harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan hukum 

nasional, dan yang menjadi cita-cita masyarakat yang dituangkan dalam UUD 

1945. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, 

tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai 

 
8Patiniari Siiahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 

1945, (Jakarta, Kompres, 2012), hlm. 357-360. 
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dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita 

bangsa ini.9 

Dalam hal ini ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa, pembentukan 

Undang-Undang dewasa ini, belum memenuhi tujuan pembuatan Undang-Undang 

yang memiliki karakteristik berkelanjutan, karena tidak didukung oleh 

profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan Undang-

Undang. Selain itu, proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat 

kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam 

penyusunan materi muatan.10 

Tahapan selanjutnya, yaitu persiapan dan pengajuan RUU, ini dua (2) hal 

yang berbeda dari segi bahasa, tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam 

menghasilkan RUU yang disebut sebagai produk awal legislasi. Sebagaimana 

diketahui fungsi legislasi menyangkut kegiatan, prakarsa pembentukan Undang-

Undang, pembahasan RUU, pengesahan RUU, dan ratifikasi.11Proses penyiapan 

RUU tidak terlepas dari diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat, karena pada 

dasarnya pembentukan Undang-Undang merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap 

pengaturan dalam hal bertindak laku dalam suatu negara. Apabila penyusunan 

RUU tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dari bawah, 

 
9Ibid, hlm. 363 

 
10Ibid 

 
11Ibid, hlm. 387. 
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maka Undang-Undang yang dibentuk tersebut akan berlaku sesuai dengan 

kehendak masyarakat dan masa berlakunyapun akan lebih lama.12 

Adapun teknik penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu dari 

rangkaian proses pembentukan Undang-Undang, oleh karena itu dasar 

penyusunan RUU harus disertai Naskah Akademik.13 Naskah Akademik adalah 

“naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi 

yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan 

lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan RUU”.14 Naskah Naskah 

Akademik memuat sekurang-kurangnya:  

1. Dasar filosofis 

2. Dasar sosiologis 

3. Dasar yuridis 

4. Pokok dan lingkup materi yang akan diatur. 

Dengan memahami substansi Naskah Akademik, dapat diketahui fondasi 

ilmiah suatu RUU. Melalui naskah akademik, dapat diketahui bahwa RUU tidak 

disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam, 

karena bagaimanapun jika sudah menjadi Undang-Undang akan menyangkut 

rakyat banyak dan mengikat umum yang nantinya akan mempunyai akibat hukum. 

 
12Ibid, hlm. 394 

 
13 Pasal 19 ayat (3) dan 44 ayat (2), mengatakan bahwa, dalam lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan mengenai teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan yang menjadi 

dasar penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik.  

 
14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentangTata Cara 

Memperisapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang, RancanganPeraturanPemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 1 ayat 

(7).  
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Oleh karena itu, yang tertuang dalam Naskah Akademik harus diperhatikan dalam 

proses pembahasan. 

Pembahasan RUU merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dan dapat 

dikategorikan agenda utama dari proses pembentukan Undang-Undang. Setiap 

RUU yang berasal dari DPR, Presiden, ataupun DPD dibahas DPR dan Presiden 

untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RUU yang akan dijadikan suatu 

Undang-Undang. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden 

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi 

Undang-Undang. Pengundangan Undang-Undang adalah penempatan Peraturan 

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara 

RI, Berita Negara RI, Tambahan Berita Negara RI, Lembaran Daerah, atau Berita 

Daerah.15 

Pada 5 Oktober 2020, DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Cipta 

Kerja. Undang-Undang itu ditandatangai oleh Presiden pada 2 November 2020 

sebagai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) Undang-Undang ini 

berasal dari RUU Inisiatif Pemerintah yang diajukan kepada DPR pada 13 

Februari 2020. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu 

menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dalam konteks adanya dalam 

teknis penyusunannya menggunakan model Omnibus Law mencakup sepuluh 

bidang kebijakan sebagai berikut:  

 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha 

 2) Ketenagakerjaan  

 
15Patiniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan……….. hlm. 424-425.   
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3)Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M 

 4) Kemudahan berusaha  

5) Dukungan riset dan inovasi  

6) Pengadaan tanah  

7) Kawasan Ekonomi 

 8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional 

 9) Pelaksanaan Administrasi pemerintah  

10) Pengenaan sanksi. 

Akan tetapi, dalam pembahasan dan pembentukannya Undang-Undang 

Cipta Kerja ini banyak dikritik oleh masyarakat luas karena tidak sesuai dengan 

prosedur dan cacat formil. Berikut beberapa kesalahan prosedur dan cacat formil 

pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja16 

Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tanpa kajian akademis atau 

naskah akademik, Undang-Undang dibuat terlebih dahulu, kemudian baru disusul 

pembuatan kajian akademis, padahal menurut undang-undan Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa 

naskah akademik harus terlebih dahulu dibuat.17 

Kedua, model Omnibus Law sebagai pilihan tidak tepat, Konsepsi 

Omnibus Law ini tidak diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011. Padahal, pada 

bulan Oktober 2019 dilakukan perubahan atas UU 12 Tahun 2011 dan tak ada 

pembicaraan untuk memasukkan konsep Omnibus ke dalam tata cara 

 
16 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f854ded1a0b5/menguak-cacat-formil-uu-

cipta-kerja?page=all, dikases pada 15 Juli 2021, pukul 19:04. 

 
17 https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-

formil?page=all, dikases pada 15 Juli 2021, pukul 19:07. 



9 

 

pembentukan peraturan Perundang-undangan. Mengingat tidak adanya cetak biru 

pembentukan aturan model Omnibus akibatnya, teknis pembahasannya menjadi 

kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh 

pengusul dan kemudian pembentuk UU.18 

Ketiga, Pelanggaran pada proses legislasi terjadi setidaknya pada tiga hal 

lainnya. Yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan 

dan tanpa partisipasi. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan penyusunan 

UU memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Keempat, tanpa partisipasi publik, dalam tahap perencanaan dan 

penyusunan ini diperlukan pelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam 

dari berbagai latar terutama subjek hukum (adresat) yang hendak dikenai dari UU 

ini, yakni pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Kelima, DPR memotong tahapan dalam proses pembahasan. Pembahasan 

RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Badan Legislasi yang berisi 80 anggota DPR 

dari 9 fraksi di DPR. Mengacu Pasal 155 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 

2020 tentang Tata Tertib, seluruh materi dalam Daftar Inventarisasi Masalah 

(DIM) RUU Cipta Kerja harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Kerja Badan 

Legislasi. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang “Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja 

Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah 

 
18Di dalam UU P3 belum ditentukan mengenai pembentukan undang-undang yang 

mengatur beberpa jenis di dalamnya seperti UU Cipta Kerja. 

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislasi
http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr43_2020_1.pdf
http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr43_2020_1.pdf
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pembentukan UU Cipta Kerja sudah memenuhi syarat formil  

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat formil UU Cipta Kerja 

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua 

aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada 

umumnya, serta menambah referensi dan literatur keilmuan dibidang 

hukum tata negara lebih khususnya lagi soal pembentukan peraturan 
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Perundang-undangan yang baik dan benar sesuai hukum dan aturan 

yang berlaku. 

b. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dibuat penulis ini dapat 

digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk 

berbenah dan memperbaiki dalam setiap upaya melakukan 

pembentukan peraturan Perundang-undangan. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema “Cacat Formil Pembentukan 

Undang-UndangCipta Kerja Dilihat Dari Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ditemukan beberapa 

tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai 

berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Samosir dengan Judul 

“Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan 

Dengan Undang dasar 1945”.19Penelitian tersebut membahas mengenai penyebab 

suatu materi muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian 

diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya, Penyebab suatu materi 

muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu penentuan RUU. 

Daftar Prioritas Prolegnas belum menggunakan kriteria yang jelas, tepat, dan 

konsisten, sehingga dinilai secara umum. Kurang Efektif untukpemilihan norma-

norma yang akan dituangkan dalam RUU prioritas tersebut, maka RUU yang telah 

 
19Daniel Samosir, ”Faktor-Faktor yang Menyeabkan Materi Muatan Undang-Undang 

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4 (November 

2015). 
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disahkan menjadi Undang-Undang tidak mencerminkan suatu pengaturan lebih 

lanjut dari UUD 1945. Hal ini mengakibatkan banyaknya substansi materi muatan 

yang sama dan bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa faktor lainnya yang 

menyebabkan suatu materi muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 

1945 adalah ketika RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak 

disertai nasah aademik, norma yang dimasukkan dalam RUU tidak melalui 

pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis, serta tidak berdasarkan 

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak 

memiliki kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, juga asas dapat 

dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari 

Dewi dan Tegar Satrio, penelitian tersebut berjudul:“Omnibus Law Antara 

Desiderata dan Realita”.20 Penelitian tersebut membahas tentang Hakikat 

Omnibus Law yang tidak berlaku di Indonesia, karena konsep Omnibus Law lahir 

dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon. 

Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya,Praktik 

penyusunan Omnibus Law dirasa jauh dari hakikat Omnibus Law secara keilmuan 

hukum dan dari maksud ideal awal Pemerintah ingin menerapkan Omnibus Law 

ini. Proses penyusunannya dinilai jauh menyimpangi ketentuan UU No. 12 Tahun 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama 

Pasal 96 dimana proses penyusunan UU Ciptaker ini minim sekali partisipasi 

publik dan dianggap sangat tertutup. Oleh karena itu, sejatinya Omnibus Law 

 
20Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W, “Omnibus Law Antara 

Desiderita dan Realita”,Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 15 (Juli-Desember 2020). 
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dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yang ingin melakukan reformasi 

regulasi untuk meningkatkan kinerja di beberapa bidang dalam waktu yang lebih 

cepat. Dampak positif ini dengan catatan apabila penerapan Omnibus Law 

dilakukan sesuai dengan corak ketatanegaraan dan ketentuan pembentukan hukum 

yang berlaku di Indonesia, serta tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan 

(sustainable development) dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Selain itu, akankah lebih baik apabila pembentukan Omnibus Law 

hanya berfokus kepada satu materi dan tujuan tertentu, sehingga parlemen 

memiliki waktu yang cukup untuk membahasnya secara komprehensif dan 

masyarakat luas juga memiliki waktu yang banyak untuk memberikan aspirasinya. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhaniswara K. Hardjono yang 

berjudul “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.21 Penelitian ini 

menjelaskan bahwa konsep Omnibus Law yang dibentuk dengan cara 

menggabungkan beberapa substansi pengaturan berbeda di dalamnya 

menimbulkan permasalahan kedudukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Anggono yang 

berjudul “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang 

 
21 Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal to-ra, Vol. 

6, No. 2, (Agustus, 2020). 
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Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”.22 

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dan kelemahan 

dalam teknik legislasi yang menggunakan konsep Omnibu Law, sekurang-

kurangnya ada empat manfaat yaitu: mempersingkat proses legislasi, mencegah 

kebuntuan dalam pembahasan RUU, efisiensi biaya proses legislasi, dan 

harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun kelemahannya adalah: 

pragmatisme dan tidak demokratis, membatasi ruang partisipasi, dan mengurangi 

ketelitian serta kehati-hatian sehingga penyusunannya berpotensi melampaui 

ketentuan dalam konstitusi. 

Kelima, penelitian yang dilakukan Mashudi yang berjudul “Pembentukan 

Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum 

Positif”.23 Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja 

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan telah memenuhi syarat formil. Akan tetapi di sisi lain, 

praktik pembentukan UU Cipta Kerja menyalahi asas keterbukaan dibuktikan 

dengan adanya kenyataan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menuai banyak 

kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan 

kelompok tertentu. 

 
22 Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: 

Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sitem Perundangundangan Indonesia”, Jurnal Rechts 

Vinding, Vol. 9:1, (April, 2020). 
23 Mashudi, “Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah 

dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

(2021). 
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam 

membuat suatu kerya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan 

sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan 

beberapa teori yang relevan untuk menganalisi permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Negara Hukum 

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the 

rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari 

perkataan nomosdan cratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan 

dengan demos, dan cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti 

norma, sedangkan cratos  adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai 

faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau 

hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide 

kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam 

istilah Inggris yang dikembangkan oleh A. V. Dicey, hal itu dapat 

dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika 

Serikat dengan jargon “the rule of law, and not of man”.24Yang 

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, 

bukan orang. 

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern 

sekarang ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, 

Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, 

 
 24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm.25. 
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yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, Konsep negara 

hukum dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan The 

Rule of Law. 

Konsep negara hukum yang disebut oleh julius Stahl dengan istilah 

rechtsstaat memiliki empat elemen penting, yaitu: 

a. Perlindungan hak asasi manusia. 

b. Pembagian kekuasaan. 

c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Adapun A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam 

setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, 

yaitu: 

a. Supremacy of law. 

b. Equality before the law. 

c. Due process of law.25 

Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tentu dibatasi oleh 

hukum yang disepakati dan berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat 

bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh 

hukum akan berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga 

negara.26 Sebab, jika kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, 

 
25A.V. Dicey,  An Introduction to Study of Law of Constitution, (London: Mac. Millan & 

Co, 1959), hlm. 117. Lihat pula Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 

Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 80. 

 
26 Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Rechtstaat), Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 3. 
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pemerintah dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, 

sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan terwujud. 

Dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, hubungan antara yang 

memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan 

berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang 

memerintah.27 

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap 

kekuasaan pemerintah dan tindakan warga negara, sehingga baik 

pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum. Dalam 

penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum, ada dua hal yang harus 

diperhatikan yakni, pertama, jika segala bentuk penyelenggaraan 

kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya tindakan pemerintah 

harus didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah mengaturnya terlebih 

dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas dimaksudkan untuk 

memberi kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, 

sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar hukumnya. 

Kedua, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum 

sebagai pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. 

kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan 

cara-cara yang tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada 

 
 
27 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 38. 
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dalam peraturan Perundang-undangan.28 Hukum mengatur prosedur atau 

tata cara yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 

2. Teori Perundang-undangan 

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) “Perundang-undangan 

diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-Undang, 

seluk beluk undan-undang. Misalnya; ceramah mengenai Perundang-

undangan pers nasional, falsafah negara itu kita lihat pula dari sistem 

Perundang-undangannya.29 Segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-

Undang meliputi banyak hal, termasuk sistemnya, proses pembuatannya, 

penafsirannya, pengujiannya, penegakkannya dan sebagainya. Dengan 

demikian nomenklatur Perundang-undangan tersebut banyak mengandung 

pengertian, tidak hanya peraturan Perundang-undangan saja. 

Hal tersebut juga didukung oleh S.J Fockema Andreae yang 

berpendapat bahwa, Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris 

disebut dengan legislation, bahasa Belanda disebut wetgeving, atau dalam 

bahasa Jerman disebut dengan gesetgebung dua pengertian yang berbeda 

yakni: 

a. Proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah, dan 

 
28Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 50. 

 
29 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan 

dan Pemgembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, 1982, 

hlm. 990) 
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b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-

peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

Dalam hal-hal tersebut di atas, dapat dimengerti jika nomenklatur 

Perundang-undangan setidaknya mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni 

proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah, dan segala peraturan negara yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. 

Menurut Bagir Manan30, peraturan Perundang-undangan adalah 

setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh 

lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi 

legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan 

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian Peraturan 

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan Perundang-undangan. 

 
30Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum 

Nasional, (Bandung: Armico, 1987),  hlm. 13. 
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Nomenklatur Perundang-undangan dapat didahului dengan kata 

lain, peraturan misalnya, sehingga menjadi peraturan Perundang-undangan 

yang terdiri dari kata “peraturan” dan kata “Perundang-undangan” 

nomenklatur “peraturan” adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang 

berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, peraturan 

pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang 

dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah Undang-

Undang. Sedangkan aturan31 adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, 

perintah dan sebagainya) yang ditetapkan supaya dituruti; misalnya, kita 

harus menurut aturan lalu lintas, sebagaimana aturan minum obat ini, 

sesuai dikerjakan dengan aturan. Sedangkan nomenklatur aturan dalam 

bahasa arab disebut kaidah dan dalam bahasa latin disebut dengan 

norma.32 

Dengan demikian nnomenklatur “peraturan Perundang-undangan” 

mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang 

dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur sesuatu. 

Dengan demikian dapat ditemukan unsur-unsur Peraturan 

Perundang-undangan yaitu: 

a. Peraturan tertulis 

b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara 

 
31Ibid. 
32Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan 

Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6. 
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c. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-

undangan 

d. Mengikat secara umum. 

Dalam teori hierarki, beberapa pakar mengemukakan pengertian 

hierarki. Menurut Dendy Sugono,33 hierarki berarti urutan tingkat. 

Menurut Padmo Wahjono,34bahwa peraturan perundang undangan yang 

tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat, seperti piramida, yang 

merupakan sokoguru sistem hukum nasional. 

Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dalam ketentuan ini 

yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan 

Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian maka hierarki merupakan urutan atau 

penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-undangan yang didasarkan 

pada asa bahwa peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

 
33Dendy Sugono, Pemred, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 543. 

 
34Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila, Pidato 

Ilmiah pada Peringatan Dies Natalies Universitas Indonesia ke-33, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), 

hlm. 2-3. 
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Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat; 

c. Undang-Undang; 

d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

e. Peraturan Pemerintah; 

f. Peraturan Presiden; 

g. Peraturan Daerah Provinsi dan 

h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Hans Kelsen mengemukakan teori stufenbau (stufenbau des rechts 

theorie) dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh 

Anders Wedberg dengan judul “General Theory of Law and State”, yang 

mengemukakan bahwa: “The Creation of one norm – the lower one – is 

determined by another – the higher – the creation of which is determined 

by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, 

the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole 

legal order, constitutes in unity”. (Norma yang lebih rendah ditentukan 

oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus 

diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi 

kebenaran keseluruhan tata hukum. 
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Teori stufenbau (stufenbau des rechts theorie) atau teori hierarki 

norma hukum dari Hans Kelsen di atas diilhami oleh muridnya yang 

bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu 

selalu mempunyai dua wajah. Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum 

itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi 

ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di 

bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku 

(reechtsraht) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma 

hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga 

apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka 

norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus. 

Teori Hierarki dikembangkan oleh Hans Nawiasky35murid Hans 

Kelsen bahwa norma hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, yakni 

sebagai berikut: 

a. Norma Fundamental negara (Staats Fundamentalnorm) 

b. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (Staatsgrundgesetz) 

c. Undang-Undang (Formell gesetz) 

d. Peraturan Pelaksana serta peraturan otono (Verordnung auto nome 

satzung) 

Menurut Nawiasky, isi staatfundamentalnorm ialah norma yang 

merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

 
35A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Replik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 

Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – IV, Disertasi (Jakarta: Fakultas Hukum 

Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990),  hlm. 287. 
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suatu negara (staatvervassug), termasuk norma mengubahnya. Hakikat 

hukum suatu staatfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum 

adanya konstitusi. 

Di bawah norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) 

terdapat aturan pokok negara (staatsgrundgesetz), yang biasanya 

dituangkan ke dalam batang tubuh suatu Undang-Undang dasar atau 

konstitusi tertulis. Di bawah staatsgrundesetz terdapat norma yang lebih 

konkrit, yakni formellegesetz (Undang-Undang Formal), sedangkan norma 

yang berada di bawah formellegesetz adalah verordnun auto nome satzung 

(peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom). 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah 

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-

hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.36 Agar mempermudah 

dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi 

ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan 

berikut ini: 

 
 36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, cetakan 

2010),hlm. 42. 
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1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library 

Research).Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research 

merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitiannya.37 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. 

Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah 

bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.38Adapun sumber 

data yangdigunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas tiga 

jenis sebagai berikut:39 

a. Bahan Hukum Primier 

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi 

peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi 

yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier 

dalam penelitian ini berupa: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 
 37 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17. 

 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13. 

 
39Ibid, hlm. 15 
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2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan 

terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, 

makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan 

caat formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti 

berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait 

dengan judul penelitian ini. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara, atau metode 

pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para 

ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan 

yangdibahas.40 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang 

memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif 

dari data-data yang secara spesifik membahascacat formil pembentukan 

Undang-Undang Cipta Kerjadilihat dari UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakanmetode deskriptif-

analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara deduktif  dengan 

 
40 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1998), hlm. 24. 
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pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni 

dari data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus.41 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Cacat Formil Pembentukan 

Undang-Undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”maka sistematika 

penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. 

Bab kedua,membahas tentang teori negara hukum yang meliputi sejarah 

negara hukum, dan asas-asas negara hukum, serta teori pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi pengetian, asas dan landasan, proses 

pembahasan, isi undang-undang, pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. 

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum Undang-Undang Cipta 

Kerja yang meliputi latar belakang pembentukan omnibus law Undang-Undang 

Cipta Kerja, Nasah Akademik, tahap penyusunan, tahap pengundangan, dan 

penyebarluasan. 

 
41 H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14. 



29 

 

Bab keempat, berisi analisis data mengenai apakah Pembentukan Undang-

Undang Cipta Kerja sudah memenuhi syarat formill dan sesuai dengan aturan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan serta menjawab apakah Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibatalkan 

karena tidak memenuhi syarat formil 

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran 

atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan 

untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian Pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa  Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang menggunakan kosep Omnibus Law memiliki permasalahan hukum 

yang patut disikapi. UU Cipta Kerja yang berlaku saat ini merupakan undang-

undang yang memuat berbagai undang-undang di dalamnya, diketahui bahwa 

keberadaan UU Cipta Kerja telah merevisi 82 undang-undang dan mencabut 2 

undang-undang sekaligus. 

Dari segi pembentukannya, UU Cipta Kerja terdapat kecacatan secara 

formil. Kecatatan tersebut adalah, pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan 

salah satu asas pembentukan undang-undang yang baik yaitu, asas 

keterbukaan. Selain itu, mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja dengan 

teknik Omnibus Law tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan 

kesimpulan atas Cacat Formil Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja 

Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, maka dalam rangka memberikan manfaat 
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kepada semua pihak, penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni  dalam rangka 

membentuk undang-undang agar selalu memperhatikan landasan 

hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, 

memperhatikan asas formil pembentukan undang-undang yang 

baik, sehinga tidak cacat hukum,sehingga tercipta suatu produk 

undang-undang yang harmonis,  tidak tumpang tindih satu sama 

lain, dan dalam kerangka kepentingan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.  

2. Kepada Pemerintah, dalam rangka menghasilkan produk hukum 

yang demokratis, Pemerintah haru selalu memperhatikan aspek 

yuridis dan sosiologis dari produk hukum itu sendiri, sehingga 

produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil dan pro 

terhadap masyaraat Indonesia secara umum. 
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